ABSTRAK

Secara nasional, pembangunan desa menjadi bagian dari kebijakan pembangunan
nasional yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs),
khususnya dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan
memperkuat kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
Desa Sucopangepok Kabupaten Jember telah menjalankan ketentuan “Pasal 78 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” dari tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Metode ini memadukan studi hukum
empiris dengan pendekatan konseptual dan legislatif. Pengumpulan data melalui
observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan. Temuan riset ini menunjukkan
bahwa wujud dari implementasi pembangunan Desa Sucopangepok Kab Jember
dilakukan diawali dengan merencanakan melalui RPJMDes,dan RKPJDes dan
melaksanakan pembangunan disesuaikan dengan perencanaan tersebut baik anggar
maupoun programnya, terdapat kendala dalam pelaksanaannya kurang efisiensi
penggunaan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan hambatan teknis dalam
pelaksanaan proyek. Pada tahap pengawasan dilakukan oleh pihak internal yaitu BPD
(Badan Permusyawaratan Desa), dan pihak eksternal dari Inspektorat (APIP),
Pemerintah Daerah belum terlaksana dengan baik. Saran hasil riset ini perlunya
optimalisasi perencanaan anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan
mekanisme pengawasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di
Desa Sucopangepok.
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ABSTRACT

Nationally, village development is part of the national development policy in line with
the Sustainable Development Goals (SDGSs), particularly in reducing poverty,
improving the quality of infrastructure, and strengthening village independence. This
study aims to determine the extent to which Sucopangepok Village in Jember Regency
has implemented the provisions of “Article 78 Paragraph (2) of Law No. 6/2014 on
Villages” from the stages of development planning, implementation, and supervision.
This method combines empirical legal studies with conceptual and legislative
approaches. Data were collected through observation and interviews with stakeholders.
The findings of this research show that the form of implementation of development in
Sucopangepok Village, Jember Regency is carried out starting with planning through
the RPJMDes, and RKPJDes and carrying out development in accordance with the
planning, both budget and program, there are obstacles in the implementation of less
efficient use of the budget, low community participation, and technical obstacles in
project implementation. At the supervision stage, it is carried out by internal parties,
namely the BPD (Village Consultative Body), and external parties from the
Inspectorate (APIP), the Regional Government has not been implemented properly.
This research suggests the need to optimize budget planning, increase community
participation, and strengthen monitoring mechanisms to achieve sustainable
development goals in Sucopangepok Village.
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